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KATA PENGANTAR

Segzla puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuban Yang Maha Esa, yang telah’
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, schingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang rumah susun ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan satu kegiatan di dalam perencanaan
pembentukan Peratran Pernindang-undangan termasuk didalamnya pembentikan Perafuran
Daerah. Dalam hal mi, Naskah Akademik disusun melalui penelitian atau pengkajian hukum
terhadap permasalahan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah
Susun di Kabupaten Karanganyar sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat yang terjadi selama ini.

Dalam hal mi, Pemenintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah mengikutsertakan
Kzntor Wilayah Kementrisn Hokum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengsh di dalam
penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang
Rumah Susun.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis
serta melalui penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan
Rumah Susun selama ini, yang kemudian disesuaikan dengan peraturan penmdang-lmdangan
yang ada dan berlaku saat ini. _ o

Akhir kata, penynsun mengucapkan terima kasih kepada semmna pihak yang telah
membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rumah Susun. Semoga Naskah Akademik-imi dapat
memberikan manfaat dan masukan di dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Rumah Susun.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A Latar Belakang
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan memaknai Naskah Akademik sebagai,
“maskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian
EBinnva terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
“pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Tzerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
s=hagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyvarakat”. Definisi tersebut termuat di dalam Pasal 1 angka 1 dan
“uga di bagian lain dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. '
Apabila dicermati, pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam
1 sebenarnya mengandung tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu:
1 Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen
zkademik yang sahih secara ilmiah (scientifically valid), karena
disusun berdasarkan penelitian / pengkajian hukum dan hasil

penelitian lainnya.

N

Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi
pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian
permasalah (problem-solving) dan pemenuhan kebutuhan hukum
(legal need fulfilment) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan
instrumen regulasi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa

Naskah Akademik sesungguhnya adalah instrumen dokumenter yang

menjadi jembatan penghubung di antara ranah empirik dengan ranah




su2'u  permasalahan atau kebutuhan hukum, untuk kemudian

swsmbahani rancangan instrumen regulasi yang berkaitan dengan upaya
pemyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.
Sazaimana profil sebuah instrumen regulasi akan sangat tergantung
s=da bagaimana kajian ilmiah di dalam Naskah Akademik secara tepat
“2n komprehensif dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan
Zan kebutuhan-kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintah yang
pada akhirnya akan dicoba untuk diselesaikan serta dipenuhi melalui
penerbitan instrumen regulasi yang bersangkutan.

Hal tersebut juga bermakna bahwa pembuatan sebuah Naskah
“kademik adalah bagian dari sebuah perencanaan, dalam hal ini adalah
perencanaan  kebutuhan Peraturan Daerah yang menyangkut hal
tertentu. Perencanaan sendiri menurut Y.Dror adalah “proses penyiapan
seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu akan datang
vang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu”.!

Lebih lanjut, berdasarkan arti perencanaan tersebut, menurut
funarjo, perencanaan mempunyai unsur-unsur : (a) berhubungan
dengan hari depan; (b) menyusun seperangkat kegiatan; dan (c) dirancang
unituk mencaepai tujuan tertentu. Perencanaan sering disusun Vv kwena
situasi tertentu, pada waktu yang tertentu pula.? Oleh karena itu,
penyusunan Naskah Akademik merupakan tahapan yang amat penting
dalam penerbitan instrumen regulasi, bukan hanya karena penyusunan
Naskah Akademik menjadi persyaratan bagi pembuatan instrumen

regulasi, melainkan juga karena akan ikut menentukan kualitas

¥.Dror, “The Planning Process” dalam International Review of Administrative Sciences,Vol. 29, NO.
1 hal. 50, yang dikutip oleh Kunarjo dalam “Sejarah Perencanaan Pembangunan Sebuah Tinjauan
Singkat” hal. 1 yang dimuat dalam “Hukum Sumber Daya Alam Dan Perencanaan Pembangunan”,
dihimpun oleh Zudan Arif Fakrulloh, tt.,tth.

Kunarjo dalam “Sejarah Perencanaan Pembangunan Sebuah Tinjuan Singkat” hal. 2, yang dimuat
dalam “Hukum Sumber Dan Alam Dalam Perencanaan Pembangunan”, dihimpun oleh Zudan Arif
Fakrulloh, tt., tth.




S =iansial dari instrumen regulasi yang dibahani oleh Naskah

MEademik itu.

i samping itu, sebagaimana disiratkan oleh undang-undang,
sesnusunan Naskah Akademik juga memiliki makna penting dalam hal
mwesmberikan  legitimasi dan justifikasi bagi penyusunan instrumen
s=culasi bersangkutan. Ketika sebuah instrumen regulasi memiliki
o omasi. instrument tersebut memiliki daya persuasi yang bernalar

s=hungga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen tersebut,

Tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan
wmtuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitima;si dari sisi filosofis,
‘=ziuimasi dari sisi juridis dan legitimasi dari sisi sosiologis merupakan
ss=pek penting untuk menjamin agar sebuah instrumen regulasi pada
sxhimya dapat menjalankan fungsi idealnya. Aspek legitimasi filosofis
Serzuna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak
Zbentuk bisa berada dalam satu garis filosofis yang sama dengan
sumber-sumber hukum yang ada (existing legal sources), sehingga
t=rcipta koherensi filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai
sumber hukum yang ada. Koherensi filosofis ini mutlak harus ada,
mengingat bahwa instrumen regulasi yang dibuat pada tingkat daerah
cada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Legitimasi juridis. Sehingga
zspek filosofis dari regulasi ini sangat diperlukan untuk memastikan agar
mstrumen legislasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial
seria terharmonisasikan baik secara vertikal maupun horizontal dengan
peraturan perundang-undangan yang lain. Sementara legitimasi
sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak
dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai
sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat.

Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, Kabupaten

Haranganyar merasa perlu untuk menyusun sebuah instrumen regulasi

~ Zronwen Morgan & Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials,
C=mbridge University Press, Cambridge, 2007, Hal. 221.




%2 Peraturan Daerah yang secara umum dimaksudkan untuk
Semcatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan Rumah susun
| S =bupaten Karanganyar. Dalam kerangka itulah dibutuhkan kajian
.; =ik pada aspek-aspek yang sudah disebutkan di atas, untuk
7‘ “mwdian disusun dalam suatu Naskah Akademik. Secara substansial,
’—'male bagi regulasi daerah di bidang rumah susun dikemukakan di
f:ihah ini.

1 Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan

“-zatan yang bersifat multisektor. Keluarannya langsung menyentuh

“2.2h satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf

“ssejahteraan kehidupan masyarakat juga penderong pertumbuhan

serckonomian dimana Pembangunan perumahan dan kawasan

sermukiman di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip:

= Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan beban dan
tanggung jawab masyarakat sendiri.

% Pemerintah  mendukung melalui  penciptaan iklim  yang
memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya
akan rumah layak dan melalui penyediaan prasarana dan sarana
vang memungkinkan berlangsungnya Kkegiatan berkehidupan dan
berpenghidupan di  lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman.

Prinsip tersebut sejalan dengan kesepakatan internasional yang
disepakati dalam Sidang Habitat Tahun 1996 di Istanbul yang pada
dasarnya merupakan perkuatan terhadap GLOBAL SHELTER STRATEGY

TOWARD THE YEAR 2000 yang telah dicanangkan di Sidang Habitat di

Vancouver, Canada Tahun 1972.

Tempat tinggal atau hunian merupakan kebutuhan yang mendasar
bagi setiap warga di suatu daerah. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan
zkan tempat tinggal tersebut, diperlukan suatu lingkungan siap bangun
dan kawasan siap bangun, disertai sarana dan prasarana
pendukungnya. Namun terbatasnya lahan perkotaan menyebabkan
harga rumah tersebut menjadi tinggi, sementara daya beli masyarakat,




T masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat terbatas.
= harga rumah menyebabkan tantangan lainnya dalam upaya
e 12an dan pembangunan pemukiman yang layak bagi warga,
wius mayarakat berpenghasilan rendah, di antaranya adalah :
= cov= permintaan akan perumahan, apabila dibandingkan dengan
2hnyva persediaan (backlog);
= rendahnya penyediaan rumah yang layak huni terutama bagi
svarakat berpenghasilan rendah; /
Masit terdapatnya kawasan-kawasan permukiman yang belum
',.,— 2 secara baik; /
.' 2=ih adanya kawasan permukifman yang kumuh baik yang ilegal
S— yvang legal.
Sumah susun sebagai salah satu bentuk permukiman vertical
” ~upakan salah satu efisiensi penggunaan lahan dengan meningkatkan
msitas penggunaannya. Guna mendukung konsep pengembangan
- smahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah yang
-‘ ‘==itkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan secara
‘wertikal dan untuk meremajakan daerah kumuh, serta mengoptimalkan
.7 semggunaan sumber daya tanah perkotaan, maka diperlukan sebuah
s=ncana pengembangan rumah susun yang mampu menjamin alokasi
j sumber daya tanah untuk penyedizan perumahan dan permukimaii ‘yang
. “=vak bagi warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah,
| s=bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun

Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)adalah masyarakat yang
mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 Angka 24 Uundang-
undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman). Pihak pemerintah harus membantu menyediakan hunian
vang layak bagi MBR. Program penyediaan hunian yang layak dapat
berupa landed houses maupun vertical houses. Namun, mengingat luas

lahan yang semakin terbatas dan keterbatasan kemampuan MBR untuk




= landed houses, maka vertical houses dinilai sebagai
:i wang tepat. Salah satu bentukVertical Houses yang dinilai tepat
sembantu MBR Dalam menjangkau hunian yang layak adalah
__' ~usun sederhana sewa (Rusunawa). Rusunawa adalah bangunan
Seringkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi
hgian -bagian yang dlstrukturkan secara fungsional dalam arah
2! maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
Sme dapat disewa secara terpisah.terutama untuk tempat hunian
: = =ngkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah
. = [(Undang-Undang Nomor 16 Tahun_ 1985 tentang
2/ Pembangunan Rusunawa merupakan konsekuensi dari
= pembangunan kawasan perkotaan yang menimbulkan dampak
wwr. meningkatnya kepadatan penduduk, tingginya Kkepadatan
: wnan. rendahnya tingkat pendapatan penduduk, rendahnya
© 2= infrastruktur serta makin sempitnya lahan yang diperuntukkan

@ permukiman 4
FPerumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan
: manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan
“badian bangsa. Perumahan dan pemukiman tidak dapat hanya
2t sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan
== bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk
= svarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.> Ada dua peranan
' =merintah dalam pembangunan perumahan, di manapun di dunia,

pertama, pemerintah sebagai pembangun perumahan itu sendiri

W=
=u paling tidak memfasilitasi pembangunan perumahan dan kedua,
:shagaj pengendali pembangunan perumahan.® Rumah susun dibangun
-%’:hagai upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat
v perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain
»' @ hal ini juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan

_ Glen. 2010. Estimating Housing Need. Department For Communi Ties and Local Government,
mersity of New York.
= = =utagalung (a), Condominium dan Permasalahannya, Cet.2. (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2002), hal.

¥ _=wartojo, Perumahan dan Pemukiman di Indonesia, (Bandung:Penerbit {TB,2005), hal 10




wnesalzh pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah

P lmea besar.
Rumah susun dilihat dari penggunaannya terdiri dari 2 macam,
Wil
+ Rumah susun hunian, adalah rumah susun yang seluruhnya
berfungsi sebagai tempat tinggal
© Eumah susun non hunian, adalah rumah susun yang seluruhnya
berfungsi sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan sosial
Salah satu ketentuan baru yang dapat ditemukan di dalam
U ndang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun dijumpai
pada Pasal 18 Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2011 yang
s=nva “selain dibangun di atés tanah sebagaimana dimaksud dalam
F2szl 17, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat
@ibangun dengan:
= Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
& Pendayagunaan tanah wakaf
Mengenai pemanfaatan barang milik negara berupa tanah, barang
milik negara, pemanfaatan dapat dilakukan pada:
= Barang milik negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga :
% Sebagian barang milik negara yang tidak digunakan oleh pengguna
barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi kementerian/lembaga tersebut.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan

~ we=giatan yang bersifat multisektor. Keluarannya langsung menyentuh salah

<= kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan

S=hidupan masyarakat juga pendorong pertumbuhan perekonomian dimana

Sembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia

“iselenggarakan berdasarkan prinsip:

c) Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan beban dan

tanggung jawab masyarakat sendiri.



= Pemerintah  mendukung  melalui  penciptaan  iklim  yang
- memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya
akan rumah layak dan melalui penyediaan prasarana dan sarana
vang memungkinkan berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan
berpenghidupan di  lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman.

Prinsip tersebut sejalan dengan kesepakatan internasional yang

 S=-pakati dalam Sidang Habitat Tahun 1996 di Istanbul yang pada
: ~.=arnya merupakan perkuatan terhadap GLOBAL SHELTER STRATEGY
= wARD THE YEAR 2000 yang telah dicanangkan di Sidang Habitat di

] W ancouver, Canada Tahun 1972. -

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Keppres No. 63/2003 tentang

_ “.i2n Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan kawasan

sermukiman Nasional (BKP4N), Pemerintah Daerah dihimbau untuk

- ==mpunyai kelembagaan yang mengoordinasikan program dan kegiatan

~ perumahan dan kawasan permukiman yaitu Badan Pengendalian

“embangunan Perumahan dan kawasan permukiman Daerah (BP4D).
M-kanisme maupun tata kerja kelembagaan tersebut diatur melalui
“-pmenpera No. 8/1996 yang salah satu ketentuannya memuat perlunya
Pemerintah Daerah menyusun skenario penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman dalam proses pembangunan merupakan skenario
penyelenggaraan pembangunan dan penataan ruang daerah yang disusun
dan disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait di bidang perumahan
dan kawasan permukiman, tentang apa yang akan dicapai atau perlu
diperbuat dalam suatu kurun waktu
tertentu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Kabupaten Karanganyar
juga harus memiliki rencana strategi bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang tertuang dalam RP3KP. Diharapkan RP3KP dapat

mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi serta dapat




sosipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat adanya
“ ~.nan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan
=~ pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di
- Haranganyar yang dipakai selama ini seyogyanya perlu ditinjau
w disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah berkembang
. seperti UU Penataan Ruang yang baru No. 26 Tahun 2007, UU
. “=rumahan dan Kawasan Permukiman yang baru No. 1 Tahun 2011
'. oo akan daerah yang mengikutinya.

j Sesuzi PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
=san Permukiman, RP3KP dijabarkan atas:

Cana Pengerhbangan dan Pembangunan Perumahan (RP3), dan

~2na Kawasan Permukiman (RKP).

2017 ini, Kabupaten Karanganyar berencana menyusunan
~“wzkan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- t=rsusun dalam kaidah RP3KP. Diharapkan, RP3KP nantinya dapat
-mzakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi serta dapat
mensantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat adanya
— hgunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah Kkajian
, =d-mik komprehensif yang hasilnya disusun dalain wujud Naskah
#k=demik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam praéés '
-mbentukan peraturan daerah tentang Rumah susun di Kabupaten
..

:' Gk 5 .Masalah

_ Dengan melihat uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat
fﬁientiﬁkasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah
 &kademik ini adalah sebagai berikut : |

| Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan
| dengan kewenangan Kabupaten Karanganyar untuk membuat dan
- memberlakukan Peraturan Daerah Rumah susun?

. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan

perundang-undangan tentang Rumah susun di daerah Pemahaman




